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ABSTRAK 

 

Uraian ini adalah hasil dari pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan pada 

Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli berdasarkan permasalahan secara umum dan khusus 

yang terjadi saat ini. Pengabdian masyarakat diperlukan bagi desa untuk bersinergi dengan 

akademisi dan mendapatkan masukan secara teoritis dan praktis terkait dengan pengelolaan 

keuangan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi BUMDes. 

Permasalahan yang dialami oleh desa saat ini adalah masalah sumber daya manusia dan 

optimalisasi potensi desa. Wilayah desa Penglipuran belum dimanfaatkan secara maksimal 

dengan tujuan peningkatan pendapatan asli desa. Selanjutnya terkait tata kelola pemerintahan 

yang saat ini diadopsi sudah sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dan daerah, namun 

masih perlu pendampingan. Pihak Universitas Warmadewa mengambil peran ini untuk 

memberikan solusi terkait tata kelola keuangan dan potensi pengembangan BUMDes. Solusi 

yang dapat diberikan adalah bahwa aparatur desa dan masyarakat harus bersinergi dan 

bekerjasama untuk menggali potensi-potensi pengembangan BUMDes untuk meningkatkan 

pendapatan asli desa. Selanjutnya dalam tata kelola keuangan perlu bersinergi dengan 

akademisi, praktisi dan pendamping secara intens agar tidak keluar dari koridor good village 

governance. Dengan memanfaatkan regulasi-regulasi yang ada, tim pengabdian masyarakat 

ini menggandeng pihak terkait untuk berdiskusi dan berdialog agar mendapatkan inspirasi 

untuk mengembangkan potensi BUMDes dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada 

sebagai pemicu semangat meningkatkan pendapatan desa untuk menuju desa yang maju dan 

mandiri.  

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, prinsip dasar BUMDes, tata kelola keuangan. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan pengalaman dan pendataan yang dilakukan kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan bahwa Sumber Daya 

Manusia (SDM) aparat desa di Indonesia masih belum memadai untuk 

menyelenggarakan pelaporan yang baik dan benar. Padahal berdasarkan Undang-undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa yang berasal dari APBN mencapai 10% 

dari dana transfer daerah atau sekitar Rp.68-70 triliun. Para aparat desa sebagai kuasa 

pengguna anggaran nantinya akan diaudit oleh BPK. Dari pengalaman pengucuran dana 

APBD ke institusi Desa, masih banyak terjadi penyelewengan dan mereka bisa terkena 

konsekuensi hukum (Anggiriawan dkk., 2018; Saputra dkk., 2019). 

Para akademisi dan praktisi di bidang ekonomi dapat bekerjasama dengan aparat 
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desa dalam hal pelaporan keuangan yang mengandung unsur transparansi dan 

akuntabilitas (Murti dkk., 2018). Dengan adanya kerjasama ini diaharapkan kesiapan 

para perangkat desa untuk mendapat bimbingan agar bisa membuat pelaporan dana desa 

sesuai dengan standar yang nantinya akan diberlakukan (Juniariani & Saputra, 2020; 

Saputra dkk., 2018). Harapan akademisi dan praktisi keuangan sejalan dengan apa yang 

diharapkan oleh menteri Desa agar bimbingan maupun pelatihan di bidang keuangan 

diharapkan dapat meng-upgrade kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa 

menjadi melek keuangan, sehingga mereka memiliki skill dalam menyusun pembukuan 

dana desa (Ardiyanti & Supriadi, 2018). 

Pelaporan dana desa ini sangat penting dan tidak hanya untuk mencatat dan 

melaporkan dana desa , tetapi juga dana-dana dan asset lainnya, seperti bengkok (tanah 

inventaris yang diperuntukkan bagi kepala desa) ataupun Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) (Saputra, Sara, et al., 2019; Sara et al., 2020). Selama ini, aparat desa nyaris 

tak tersentuh oleh keuangan sehingga kondisi transparansi dan akuntabilitasnya sangat 

memprihatinkan (Saputra dkk., 2019). Selain bertujuan untuk pelaporan yang transparan 

dan akuntabel, dengan adanya tata kelola keuangan desa, maka harapan dari kita semua 

adalah tidak lagi ada penyelewengan dana desa karena pencatatan dan pelaporannya 

dilakukan sesuai standar yang berlaku (Devi dkk., 2019; Ekayani et al., 2020; Saputra & 

Anggiriawan, 2021). Dan harapan selanjutnya ketika diaudit oleh BPK, tidak ada temuan 

yang berarti (Frasti dkk., 2017). 

 

KERANGKA TEORETIK 

 

Alokasi Dana Desa 

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh 

dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi 

Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa 

paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten LangkatNomor 10 

Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan 

Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa 

terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Anggiriawan dkk., 2018; Rustiarini, 

2016; Saputra, Pradnyanitasari, dkk., 2019).  

 

Pelaporan Keuangan 

 Keuangan dalam hal ini adalah keuangan dalam arti luas yaitu sebagai suatu 

system pelaporan keuangan umum yang melibatkan kebijakan umum keuangan 

(tentang struktur, mekanisme, pihak yang terlibat dan standar pelaporan). 

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses tentang bagaimana informasi 

keuangan untuk semua unit usaha dan pemerintahan harus disediakan dan 

dilaporkan untuk tujuan pengambilan keputusan (Larasdiputra & Suwitari, 2020; 

Pradita dkk., 2019). 
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Value For Money 

Organisasi sector public termasuk desa, sering dinilai sebagai sarang 

inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan lain-lain. Sehingga muncul 

tuntan untuk lebih memperhatikan konsep value for money dalam menjalankan 

aktivitasnya (Carnegie & West, 2005; Paellorisky & Solikin, 2019). Yang 

dimaksud value for money disini adalah ekonomis, efisiensi dan efektivitas. 

Ekonomis artinya memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada 

harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value 

yang dinyatakan dalam satuan moneter (Iatridis, 2018). Efisiensi adalah 

pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input 

yang terendah untuk mencapai output tertentu (Setyanto dkk., 2017). Efektivitas 

adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara 

sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (Sari dkk., 

2015). 

 

 

Transparansi dan Akuntabilitas 

 Transparansi dan akuntabilitas adalah merupakan bagian dari karakteristik 

pelaksanaan good governance (Islam et al., 2020). Untuk mewujudkan good 

governance diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen public. 

Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan 

di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Transparansi yang merupakan 

bagian dari good governance dapat didefinisikan bahwa transparansi dibangun atas 

dasar kebebasan memperoleh informasi (Kurniawan, 2016). Informasi yang 

berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka 

yang membutuhkan (Ardana dkk., 2017; Rasul, 2009). Akuntabilitas adalah 

pertanggungjawban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan 

adapula yang disebut akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, 

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 

dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut  (Merawati & 

Mahaputra, 2017; Saputra, Anggiriawan, dkk., 2018; Saputra, Pradnyanitasari, 

dkk., 2019).  

 

METODE 

 

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum di atas, maka ditempuh langkah-langkah 

sebagai berikut: Menghubungi pihak Desa Penglipuran untuk mendiskusikan tentang topik 

yang hendak diabdikan yaitu pelatihan keuangan untuk mendukung pelaporan dana desa yang 

transparan dan akuntabel. Menyelenggarakan pelatihan dengan materi: 

a) Pengantar keuangan dan Keuangan Sektor Publik 

b) Penganggaran 

c) Penjelasan Penggunaan APBD dan APBN 

d) Memberikan Penjelasan sekilas tentang Rencana Pedoman Keuangan Desa 

e) Peningkatan ketrampilan berupa pelatihan penyusunan laporan keuangan yang 

informatif. 
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f) Memberikan ketrampilan berupa pembuatan laporan keuangan yang transparan dan 

akuntabel. 

Dalam pengabdian ini diharapkan bermanfaat untuk menumbuhkan semangat bagi 

para aparat desa untuk memhami keuangan dalam hal penganggaran dan pelaporan keuangan 

desa. Memberdayakan potensi SDM yang dimiliki desa untuk belajar keuangan dasar sebagai 

syarat memahami standar keuangan desa yang akan dikeluarkan pemerintah sebagai acuan 

pelaporan dana desa (Devi dkk., 2019). Memberikan alternatif pembelajaran keuangan 

sebagai dasar pemahaman standar keuangan dana desa. Membekali aparat desa dan 

masyarakat terkait untuk melek keuangan sebagai syarat untuk menerapkan standar pelaporan 

dana desa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah (Astuti, 2016). Memberikan pemahaman 

tentang keuangan sebagai dasar untuk mengerti dan memahami standar pelaporan dana desa 

(keuangan desa) yang akan diterapkan pemerintah sebagai dasar pertanggungjawaban 

penggunaan dana desa. Memberikan pelatihan keuangan untuk mendukung pemahaman 

keuangan bagi aparat desa dan masyarakat terkait supaya mampu menyusun laporan 

pertanggungjawaban  baik serta bersifat transparan dan akuntabel (Merawati & Mahaputra, 

2017). 

Khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan ini adalah para aparat desa dan 

masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sebagai pengguna 

anggaran di Desa Penglipuran, Bangli. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang terdiri 

atas pria dan wanita. Kegiatan ini tidak akan mungkin berhasil tanpa adanya keterkaitan 

dengan beberapa pihak lain. Dalam hal ini pihak pemerintah Desa Penglipuran  sebagai pihak 

yang mempunyai wilayah di mana kegiatan pengabdian hendak dilakukan, memberi 

dukungan dalam kegiatan ini dengan menyediakan tempat pelatihan. Selain itu Universitas 

Warmadewa khusunya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis diharapkan akan dapat memberikan 

dukungan melalui program-program dan metode pembelajaran tata kelola keuangan yang 

efektif dan mudah untuk dipahami. 

 

DISKUSI 

 

Pembangunan di Desa selama ini dapat dikatakan dipandang sebelah mata dan atau 

dilaksanakan setengah hati oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan minimnya keahlian kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), sedikitnya 

nilai tambah Sumber Daya Ekonomi (SDE) dan kurang optimalnya pengelolaan SDA 

(Sumber Daya Alam) serta akses infrastruktur yang sekedarnya. Masalah seperti ini tidak 

sekedar dirasakan oleh Desa, namun permasalahan tersebut juga dirasakan oleh Kota, 

misalnya masalah urbanisasi orang Desa ke Kota, Desa bukan lagi sebagai penopang dan 

penunjang Kota, ketimpangan antara Desa dan Kota serta berbagai masalah lainnya (Yuniarta 

& Purnamawati, 2020). 

Adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

diperuntukkan kepada Desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga Desa menjadi 

perhatian bagi semua pihak. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pemerintah pusat, provinsi, 

dan pemerintah kabupaten serta berbagai lembaga Negara lainnya dan lembaga swasta yang 

harus menjalin sinergitas untuk menyelaraskan dan mensukseskan UU ini demi 

keberlanjutannya (Ismail dkk., 2016). Pengelolaan alokasi anggaran tersebut harus 

mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Saputra, Pradnyanitasari, dkk., 

2019). 
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Dalam pengelolaan keuangan Desa jangan sampai menjadi ajang menumbuhkan 

“koruptor-koruptor kecil” di Desa, namun tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana desa 

ini akan rentan terjadi masalah dan berurusan dengan hukum, yang penting dikelola dengan 

baik dan berdasarkan azas kejujuran (Ardiyanti & Supriadi, 2018; Larasdiputra & Suwitari, 

2020). Apabila hal tersebut terjadi (korupsi), kepercayaan masyarakat pada tingkat terkecil 

yaitu Desa sudah tidak ada lagi (Atmadja & Saputra, 2017, 2018). Hal ini dikarenakan 

sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya lagi pada Pemerintah Pusat dan pemerintah 

Daerah (Sujana & Saputra, 2020). 

Melalui keberadaan desa yang menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota, maka Desa melaksanakan fungsi pemerintahan dengan mengacu pada 

ketentuan Pasal 18 ayat (7) bahwa Desa melaksanakan fungsi pemerintahan, baik berdasarkan 

kewenangan asli yang dimiliki oleh Desa, maupun kewenangan yang ditugaskan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota. Dengan demikian, 

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan 

masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), 

sehingga landasan konstitusional ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan desa di 

Indonesia. Membangun Desa Membangun Negara (Susanto dkk., 2014; Wijayanti & Hanafi, 

2018). 

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Permendagri 114 Tahun 2014). 

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan 

kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan 

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 

perdamaian dan keadilan social (Efferin, 2015; Sukoharsono, 2006). Pemberdayaan 

Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa 

(Devi dkk., 2019; Fajriana, 2019). 

Berdasarkan UU Desa pasal 78, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan (Pramusinto & Latief, 2011). Pembangunan Desa meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan 

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 

perdamaian dan keadilan social (Sara dkk., 2019). 

Pembangunan Desa memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari 

keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan 

adanya keutamaan politik. UU Desa Pasal 83 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan 

menyatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan 

antar-desa dalam satu kabupaten/kota (Saputra, Anggiriawan, dkk., 2019). Pembangunan 

Kawasan Perdesaan Meliputi: (1) penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka 

penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; (2) pelayanan 

yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; (3) pembangunan 

infrastruktur; (4) peningkatan ekonomi perdesaan; (5) pengembangan teknologi tepat guna; 

dan (6) pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan 
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kegiatan ekonomi. 

UU desa pasal 86 terkait sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan 

kawasan perdesaan. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa 

yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. 

Sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta 

sumber daya manusia. Sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan desa, 

kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan 

pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa dan 

dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan (Saleh & Usman, 

2012; Suardikha, 2013). Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi 

perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa (Murti dkk., 2018). 

Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 menyatakan bahwa 

perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat 

secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan desa. Pasal 80 UU Desa terkait tentang Perencanaan 

Pembangunan Desa, diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pemerintah 

Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah 

perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan 

Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya 

masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. 

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan 

penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa (Hanifah, 2015). 

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli karena 

memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan pendapatan desanya. Potensi wilayah 

yang menjadi pusat pengembangan industry bisnis di Kabupaten Bangli. Jika saja 

dimanfaatkan dengan baik dan berdasarkan regulasi-regulasi yang dibuat oleh desa, maka 

retribusi parkir dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah akan menjadi penambah 

pendapatan asli desa. Selanjutnya pemanfaatan wilayah lainnya agar menghasilkan pundi-

pundi pendapatan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan mengoptimalkan tenaga kerja 

yang tersedia di desa. 

Kondisi seperti ini akan mampu mengembangkan Desa Penglipuran. Karena 

Pengaturan tentang keuangan Desa dalam UU Desa jelas telah memberikan ruang yang 

sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi desa guna mencapai 

peningkatan kesejahteraan rakyat. Tantangan yang muncul justru dari pengelola keuangan 

yang menuntut pengelolaan keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparansi agar 

dukungan keuangan dari Pemerintah Ini dapat meningkatkan sektor ekonomi dalam 

pembangunan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama 

Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 77 ayat 3) Turunan UU No. 6 tahun 2014 terkait 

tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa belum keluar Permendagri No. 4 tahun 2007. 

Pasal 1 Permendagri No. 4 tahun 2007 Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang 

berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Tanah Desa adalah barang milik desa 

berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah 

pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 

diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha 
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Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah. Inventarisasi 

adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan 

kekayaan milik Desa (Saputra, Anggiriawan, dkk., 2019; Sara et al., 2020). 

Pada Pasal 1 PermenDesa No. 04/2015 dinyatakan bahwa BUM Desa adalah Badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

Selanjutnya, UU tentang Desa mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa, (Pasal 87) yaitu 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna 

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa. BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala 

potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber 

daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara 

spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau 

koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang 

dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat 

melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya 

(Saputra, Sara, et al., 2019).  

Pasal 1 PermenDesa No. 04/2015 juga mengatur tentang pembentukan BUM Desa, 

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. (2) 

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud, menjadi pedoman bagi 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa 

tentang Pendirian BUM Desa. (3) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha 

antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau 

lebih. (4) Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang 

difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa, (5) BUM Desa bersama ditetapkan dalam 

Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama, (6) BUM Desa dapat 

terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, dapat berupa lembaga bisnis yang 

kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak 

mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan 

pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. 

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun 

tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir 

dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan 

keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan 

potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, 

sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

KESIMPULAN 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan ruang bagi 

Pemerintah Desa dalam melakukan Pembangunan Desa dengan sebesarbesarnya 
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memanfaatkan Sumber Daya Desa yang ada dengan kewenangan yang dimilikinya. Arah 

Pembangunan Indonesia harus dimulai dari Desa hingga bisa menjadi magnet bagi 

peningkatan pembangunan ekonomi rakyat yang jelas akan berdampak pada meningkatnya 

kesejahteraan rakyat. Desa menjadi lebih menarik ketimbang kota.  

Program-program yang dijalankan oleh pemerintah dalam menunjang pengembangan 

basis ekonomi di pedesaan sudah lama dilakukan, namun upaya tersebut belum membuahkan 

hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Hal ini diakibatkan adanya 

intervensi pemerintah terlalu besar sehingga menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat 

desa. Satu pendekatan yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian 

dipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh 

masyarakat desa. Bentuk kelembagaan yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik desa 

(BUMDes). Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran 

kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti 

penting BUMdes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai 

pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan minimal 

(SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari 

pihak ketiga. Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukkan BUMDes 

sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai 

dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Melalui mekanisme “self help”dan 

“member-base”, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa 

secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh 

kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme 

kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata 

aturan yang mengikat seluruh anggota. 
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